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R1IPAT! IMU.ANO I'lHAU
PROVIN81 KALIMANTAN TENOAH

PERATURAN BUPATI PULANG PI8AU
NOMOR i > TAHUN 2020

TENTANO

PETUNJUK TEKNT8 PELAK8ANAAN PEMRERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA TAHUN 2020 YANO BER8UMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E8A

BUPATI PULANG PISAU,

a. bahwa untuk melaksanakan ketcntuan PasaJ 17

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya

Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai

Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan,

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala

Daerah.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun

2020 Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah;

Menimbang



1

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau , Kabupaten Ounung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barilo Timur di Propinsi Kalimantan
Tcngah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaiamana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Mengingat



6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun

2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri

Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6515);

11. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri

13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
Nomor



dtulMih beberapa kali tcrnkhir dcngun Peraturan

Mrnteri Dnlam Nrgert Nomor 21 Tahun 2011

tentang Prrubahnn Kcdua Ataa Peraturan

Mrnteri Dalnm Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang IVdoman Pengrlnlnan Keunngnn Daerah

(Renta Negnrn Repuhlik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 310),

12. IVraturan Mentcri Dalnm Negeri Nomor 80 Tahun

2013 tentang Pembentukan Produk Hukum

Dacrah (Bcritn Negara Krpublik Indonesia Tahun

2015 Nomor 2036) sebngaimnna telah diubah

dengan IVralurnn Mentcri Da tarn Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 157);

13. Peraturan Dacrah Kabupaten Pulang Pisau Nomor

4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2016 Nomor 04);

14 . Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor

6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten

Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

PETUNJUK TEKN1S PELAKSANAAN PEMBER1AN
TUNJANGAN HAR1 RAYA TAHUN 2020 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.

Menetapkan



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Pegawai Negcri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil

Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.
2. Pejabat Negara adalah:

a. Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat

DPRD Kabupaten Pulang Pisau;

c. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh

Undang-Undang.
3. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
4. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan

secara teratur kepada kaiyawan yang dibayarkan

bersamaan dengan gaji.

5. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari

pemberi keija kepada pegawai yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian keija,
kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh

pengguna Anggaran/ Kuasa Penggua Anggaran

(PA/ KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk

mencairkan dana yang bersumber dari Daftar

Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) atau dokumen lain yang

dipersamakan;

7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

disebut SP2D adalah surat perintah yang

diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau



kuasa Bendahara Umum Daerah untuk
pelaksanaan pcngeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

bcrdasarkan SPM yang diterbitkan PA/ KPA.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada:

a. PNS;
b. PNS yang ditugaskan di luar instansi

pemcrintah baik di dalam maupun di luar negeri
yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;

c. PNS penerima uang tunggu;
d. Penerima gaji terusan dari PNS yang

meninggal dunia, tewas, atau gugur;
e. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan

hilang;
f. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU;
g. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang

memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

h. Calon PNS.
yang pembayaran gaji atau penghasilannya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a
sampai dengan huruf c meliputi PNS dalam jabatan:

a. administrator atau dalam jabatan yang setara

jabatan administrator;

b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan

pengawas;

c. fungsional ahli madya;

d. fungsional ahli muda

e. fungsional ahli pratama;

f. fungsional penyelia;

g. fungsional mahir;

h. fungsional terampil;



i. fungsional pemula; dan

j. Pelaksana.

Pasal 4

(1) Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLUD dan

pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 huruf g dan huruf h harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:
a. warga negara Indoensia;

b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi

secara penuh dan terus menerus paling singkat

selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau

sejak penandatanganan peijanjian kerja pada

lembaga yang bersangkutan;

c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah; dan
d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan

dan telah menandatangani perjanjian keija sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLUD dan

pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 huruf g dan huruf h merupakan pegawai non-PNS

yang bekerja secara penuh pada LNS, LPP, atau

BLUD dalam jabatan yang setara dengan jabatan:

a. administrator;

b. pengawas;

c. fungsional ahli madya;

d. fungsional ahli muda

e. fungsional ahli pratama;

f. fungsional penyelia;

g. fungsional mahir;

h. fungsional terampil;

i. fungsional pemula; dan

j. pelaksana.

(3) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal

2 huruf h merupakan pegawai non-PNS yang bekeija

secara penuh pada lembaga selain LNS, LPP, atau



BLU daJam jabatan yang setara dengan jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sarapai
dengan j.

(4) LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), mengacu pada LNS yang ditetapkan oleh menteri
yang mcnyelcnggarakan urusan pemerintahan di
bidang pcndayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada:

a. Pejabat Negara;

b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam
jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;

c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau

dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;

d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan

negara; dan

f. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi

pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri

yang gajinya dibayar oleh instansi tempat

penugasan.

Pasal 6

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada

bulan Maret.
(satu) bulan Maret(2) Dalam hal penghasilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya

diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang

bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan

Tunjangan Hari Raya.

Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)

diberikan bagi PNS, paling banyak meliputi:

a. Gaji pokok;



b. Tunjangan keluarga; dan

c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
Pasal 8

Penghasilan scbagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)

diberikan bagi:

a. Pencrima gaji tcrusan dari PNS yang meninggal dunia,

tcwas, atau gugur; atau

b. Pencrima gaji PNS yang dinyatakan hilang,

Yaitu sebesar pcnghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada

bulan Maret dan anggarannya dibebankan pada instansi

atau lembaga tempat PNS bckerja.

Pasal 9

Penghasilan scbagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)

diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:

a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;

b. Tunjangan keluarga; dan

c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 10

(1) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan

atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 merupakan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 terdiri atas:

a. tunjangan jabatan struktural;

b. tunjangan jabatan fungsional; dan

c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan

jabatan.
(3) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan

jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

adalah tunjangan tenaga kependidikan.

(4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) tidak termasuk:

a. jenis tunjangan kinerja;

b. insentif kineija;

c. insentif kerja;



d. tunjangan bahaya;

e. tunjangan resiko;

f. turynngan pengamanan;

g. tunjangan prolcsi atau tunjangan khusus guru dan

doscn atau tunjangan kehormatan;

h. tambahan pcngahasilan bagi guru PNS;

i. inscntif khusus;

j. tunjangan selisih pcngahasilan.

(5) Bcsaran pengahasilan scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran

dan /atau potongan lain bcrdasarkan ketentuan

peraturan pcrundang-undangan.
(6) Penghasilan scbagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1)

dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan dan ditanggung

pemerintah.

Pasal 11

(1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu)

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

ayat (1) maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah

satu yang jumlahnya lebih besar.
(2) Dalam hal PNS menerima pembayaran lebih dari lebih

dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)

Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tersebut

merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun

janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya

sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun

janda/duda atau tunjangan Hari Raya Penerima

Tunjangan janda/duda.

Pasal 12

Terhadap tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan

sebagaimana mestinya.



BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 13

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10

(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan,

Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal

Hari Raya.
Pasal 14

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau, bagi:

a. PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah;

b. Calon PNS pada Pemerintah Daerah;

c. BLUD.
Pasal 15

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 dilaksanakan melalui penerbitan SPM

Langsung oleh pejabat penandatanganan SPM ke

rekening penerima.
(2) SPM tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat

(1) menggunakan SPM THR Gaji untuk pembayaran

gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan

atau tunjangan umum.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 16

(1) Kepala Daerah melakukan pengendalian internal

terhadap pembayaran tunjangan Hari Raya.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Panul 17

Putin annl PrrniurnM Bupnti ini mulai l)crlaku maka

Peraturan Bnpnli Puinng Pituiu Nomor 12 Tahun 2019
tcntnng Peturyuk Teknis Pcluksanaan Pemberian

Tunjnngnn Hnri Raya, Ciaji Atou Tunjangan Kctiga Belas

Kcj>ada Pcjabal Negara , Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwnkilan Rakyat Daerah, Dan Pegawai Ncgcri Sipil Di

Lingkungnn Pcincrintnhnn Dncrah Kabupatcn Pulang

Pisau (Lcmbaran Daerah KabupaLen Pulang Pisau Tahun

2019 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati
penempatannya dalam Berita Daerah

Pulang Pisau.

denganiru

Kabupaten

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggai \S Mei 2020

PULANG PISAU.
r

H
*

S.Y //
EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggai I? Mei 2020

PLh. SEKRETARIS DAERAH
&ASUPASTEN PULANG PISAU,

y/

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR . . .


